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Perkeretaapian memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama 
dalam kemampuanya untuk mengangkut orang dan barang secara massal, Namun, 
kegiatan perkeretaapian tersebut masih menimbulkan permasalahan terutama 
berkaitan dengan kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan jalan raya di 
perlintasan legal dan ilegal sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat 
khususnya pengguna jalan. Khususnya di perlintasan yang dibuka oleh warga 
sekitar yang memerlukan jalan tembus secara langsung pada akses jalan utama. 
Dimana jalan tembus ini sendiri tidak memiliki izin yang berlaku dari peraturan 
perundang-undangan.  
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui bentuk 
perlindungan hukum bagi pengguna jalan di perlintasan legal dan illegal, regulasi 
mengenai jalan tembus yang dibuka warga di sekitar perlintasan kereta api, serta 
sanksi bagi pelanggar palang pintu kereta api. Berdasarkan hasil penulisan skripsi 
ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jalan hanya sebatas 
penutupan perlintasan sebidang dan peralihan perlintasan sebidang menjadi tidak 
sebidang namun untuk pemberlakuan sanksi yang tegas bagi penerobos palang 
pintu kereta api tidak secara maksimal dilakukan oleh apparat terkait. Harusnya 
jalur kereta api bisa diamankan seperti jalur busway di Jakarta, dimana 
pelanggarnya ditindak secara tegas. 
 







The railway has special characteristics and advantages, especially in its 
ability to transport people and goods in bulk. However, the railway activities still 
cause problems mainly related to accidents between railways and highway 
vehicles in legal and illegal crossings, causing damage to the community, 
especially road users. Particularly in the crossings opened by local residents who 
need a direct access road on the main access road. Where the access road itself 
does not have a valid license from the law.  
The objective of this research is to find and know legal protection for road 
users in legal and illegal crossings, regulation on passageway that opened by 
citizens around railway crossing, and sanction for breaker of railway door. Based 
on the results obtained from this study, it is concluded that the legal protection for 
road users is limited to the closing of the crossing of a plot and the transition of 
the crossing of a plot to not a plot but for the imposition of strict sanctions for 
breaking through the railway gate not maximally done by related apparatus. 
Should the railway line be secured like a busway lane in Jakarta, where violations 
are dealt with firmly. 
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1. Pembukaan jalan tembus sejatinya tidak diperbolehkan oleh aturan 
perundangan yang berlaku.  
2. Sanksi yang didapatkan pengguna jalan ketika menerobos palang pintu 
perlintasan kereta api dikenakan sanksi denda sebesar Rp 750.000,- . 
 
B. Saran 
Sebagai saran dalam tulisan ini penulis perlu menyampaikan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Bagi para pengguna perlintasan atau yang daerah pemukimannya dekat 
degan rel kereta api alangkah baiknya untuk berhati-hati dan waspada 
setiap saat agar hal yang tidak di inginkan tidak terjadi. 
2. Untuk selanjutnya pengaturan mengenai sanksi para pengguna 
perlintasan kereta api harus dipertegas, alangkah baiknya diberlakukan 
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